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A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai delik amalakian yang
melanggar hukum perundang-undangan, baik hukurmlIst@aupun hukum
positif memiliki kedudukan yang sama yakni melatahapan-tahapan.
Maksudnya sebelum ditentukan siapa pelakunya hadilgakukan
pemeriksaan terlebih dahulu, dimana dalam prosesepksaan tersebut
dapat diketahui terbukti bersalah dan dapat beaakibkum atau sebaliknya.
Pemeriksaan terhadap pelaku yang dianggap melaktikdakan pidana
dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan.

Dalam hukum positif, proses pemeriksaan diatur rdalitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses pemenkgaag dilakukan
dalam pengadilan meliputi pemeriksaan terhadagkpeltau terdakwa, saksi,
dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara. Brgssneriksaan yang
dilakukan dalam pengadilan dibedakan menjadi tajeuypemeriksaan biasa,
pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cépat.

Umumnya perkara yang diperiksa dengan pemeriksiea ladalah

perkara tindak pidana yang hukumannya 5 tahun ks dbn masalah

! Topo SantosaVlembumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syaredard Wacana
dan Agendacet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, B448-

2 M. Yahya HarahapPembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pksagii
Persidangan Pengadilan, Banding, Kasasi,Dan PeniafaKembaliEdisi kedua, Jakarta: Sinar
Grafika, 2009, h. 109



pembuktiannya memerlukan penelitian. Sebaliknyakgrar yang tindak
pidananya diancam dengan hukuman yang ringan danbyktiannya tidak
memerlukan penelitian maka diperiksa dengan pessesik singkat atau
sumir® Dijelaskan dalam KUHAP pasal 205 bahwa kejahatdau a
pelanggaran tidak termasuk dalam acara sirfgk&nurut Penuntut umum
pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifagtagg sederhana.
Sedangkan pemeriksaan cepat merupakan pemerikedak pidana ringan
yang hukumannya paling lama tiga bulan sepertiyaalpelanggaran lalu
lintas jalan.

Namun, tidak selamanya pemeriksaan dapat berjaagash mudah
dan lancar sesuai dengan harapan. Kurangnya dttitrbaupun keterangan
saksi yang berbelit-belit dan berbeda-beda antata slengan lainnya
menjadi salah satu faktor penyebab pemeriksaark tijalan dengan
lancar. Untuk itu, dalam hal pembuktian terdapabebgpa cara untuk
melakukan pembuktian dalam pemeriksaan perkarnbDingkup hukum
positif, terdapat beberapa cara untuk melakukan bp&tan dalam
pemeriksaan perkara yakhi:

1. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan had@mviction in timg

Pembuktian pada teori ini, untuk menentukan salaktiya seorang

terdakwa semata-mata hanya menggunakan penila@n kyakinan

hakim. Penilaian hakim tidak dapat diganggu gupagaimana hakim

% Ibid. h. 109

4 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, H®] KUHAP, Bandung:
Wipress, 2008, h. 612

5 M. Taufik M dan SuhasrilHukum Acara Pidana dalam Teori dan Prakt&ogor:
Ghalia Indonesia, 2010, h. 103-106



dalam memutuskan suatu perkara dengan menggunddbalaa bukti
atau justru sebaliknya dengan mengabaikan alat yak§ sudah ada.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alagan(a conviction
raisonee/ convictimraisonege

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas algaag logis,
pada intinya hampir sama dengeonviction in timeHanya saja dalam
teori ini hakim mesti menyertakan alasan yang ldgiam menilainya.

3. Pembuktian yanglidasarkanpada undang-undang secara pogjisitif
wettelijk bewijs theori)

Teori ini merupakan pembuktian yang bertolak betagkalengan
keyakinan hakim. Karena dalam teori ini pembuktimng digunakan
hanyalah berdasarkan alat bukti yang ditentukaandaindang-undang.

4. Pembuktian yang didasarkan pada undang-undangaseegatif fegatief
wettelijk bewijs theorie

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secegatif

adalah teori antara sistem pembuktian berdasarkgakinan hakim dan
pembuktian menurut undang-undang secara positikian dalam teori ini
menggabungkan antara dua teori, namun keyakinaimmhgang lebih
dominan hanya saja dibatasi dengan alat bukti yardph diatur dalam
undang-undang.

Dari keempat teori sistem pembuktian yang telatemikkakan di

atas, yang digunakan dalam peradilan di Indoned@ah teori sistem

pembuktian berdasarkan undang-undang secara négagatief wettelijk



bewijs theori¢. Dengan kata lain hakim dalam memutus perkaraishar
mempertimbangkan 2 hal yaitu:
a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "thidakti yang sah”
b. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakiramperoleh
keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dattefevalah pelakunya.

Hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang berbutiyakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorangakegpabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mestglekeyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan babwiakwalah yang bersalah
melakukannya.®

Salah satu praktek pemeriksaan dalam proses peabuiang
diterangkan di atas adalah dalam proses pemerikdaamemutus perkara
No. 787/Pid.B/2006/PN-Smg dengan terdakwa Kokok ydatb bin
Goenardi dalam perkara aborsi. Proses pemeriksaamputusan Pengadilan
Negeri Semarang tersebut merupakan tindak lamdéak pidana aborsi yang
terjadi di kamar Sumbing No. 3 dan 4 Hotel RowopgnBandungan
Semarang yang dilakukan oleh terdakwa Kokok Hadydrh Goenardi
terhadap Marlina Napitupulu dan Indah Setiani ERaviersama suami
masing-masing Gunawan Cahyo Utomo dan Joko SlaigatiR

Dalam proses pemeriksaan dan putusan Majelis haknmadap
perkara aborsi yang dilakukan terdakwa, majelisrhakenerima dakwaan

dari Penuntut umum adalah dakwaan kesatu dan dakya®y kedua. Hal

¢ Op. Cit.h. 606



ini disebabkan karena bentuk dari dakwaan tersadalah dakwaan kumultif
alternatif’ Dakwaan yang dimaksud adalah “dengan sengajakuoiela
tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yangktichemenuhi ketentuan”
yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) NgJ 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan dan “dengan sengaja melakuk&tekieedokteran tanpa
memiliki surat ijin praktek” yang diatur dalam ph&® UU No. 29 Tahun
2004 tentang Praktek Kedoktefatan ancaman pidananya diatur dalam pasal
80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehd#ampasal 76 UU No.
29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Sedamigdanaan yang ketiga
yang tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Majélakim adalah “dengan
sengaja menyebabkan gugur atau mati kandunganmyange perempuan
dengan izin perempuan itu” yang diterangkan dalasap349 KUHP.
Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilperlukan
pembuktian untuk mengetahui suatu perbuatan tersdapat berakibat
hukum atau tidak. Hukum positif menerangkan peniboktlalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981/Kitab Undang-Undang HukuoarA Pidana
(KUHAP), Bab XVI Bagian Keempat tentang Pembuktidan Putusan

dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

" Maksud Dakwaan Kumulatif Alternatif adalah Dakwaknomulatif yang digabung
dengan Dakwaan Alternatif. Dakwaan Kumulatif atalerdakwa didakwakan atas beberapa
tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersdimrdiri sendiri. Sedangkan, Dakwaan
Alternatif adalah dakwaan yang disusun secara fiisfléapisan yang satu merupakan alternatif
dan bersifat mengecualikan

8 putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pi@B/PN-Smg, h. 13



Dalam Hukum Pidana Islam juga menerangkan serupawd®
pembuktian juga diperlukan dalam proses pemeriksdgrersidangan.
Dimana yang menjadi dasar pembuktian Majelis hadkapat disebut sebagai
hal-hal yang dapat berakibat hukum atau tidak. HulRidana Islam tidak
akan memandang suatu akibat tindak pidana dah saka sudut saja namun
harus dipandang secara keseluruhan. Proses pemarbuidirus dilakukan
secara seksama dengan memperhatikan aspek-aspEk gaimbuktiari.
Adapun pembuktian dalam Hukum Pidana Islam disaterigan istilah
tarjihul bayyinah'® Meskipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan i
telah diajukan pembuktian, namun pembuktian ituudadinilai. Karena
pembuktian merupakan salah satu bagian terpentalgmd pemeriksaan
perkara-perkara tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tenatikk membahas
dan melakukan penelitian terhadap putusan Pengadégeri Semarang No.
787/Pid.B/2006/PN-Smg. Tujuan dari penelitian idiak lain adalah untuk
mengetahui dasar pertimbangan Majelis hakim dalamutus perkara serta
untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tapgputusan tersebut.
Oleh karena itu, penulis mengambil juddANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 787/PID.B/2006/PN-

SMG TENTANG ABORSI” .

° Topo Santosdylembumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syaridard Wacana
dan Agendacet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, B554-

10 Muhammad Hasbi Ashshiddiedyilsafat Hukum IslamBulan Bintang: Jakarta, 1970,
him. 134



B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah penyusun uraikaatas, maka dapat
dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang mepgdatian dalam
penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dari putusaigadéan Negeri
Semarang 787/Pid.B/2006/PN-Smg tentang Aborsi?
2. Bagaimana tinjauan hukum lIslam terhadap putusargd@#an Negeri
Semarang Nomor 787/Pid.B/2006/PN-Smg tentang ABorsi
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yanm idigcapai sesuai
dengan latar belakang dan rumusan masalah yangildiardi atas, maka
penelitian ini tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum darispmtuPengadilan
Negeri Semarang 787/Pid.B/2006/PN-Smg?

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pedtidn terhadap
putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 787/Rd0B/PN-Smg?

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap &inas ilmu
pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengancotree
membandingkan antara hukum pidana Islam dengammpidana positif
mengenai pemidanaan pelaku aborsSebagai bahamasio untuk

peneliti selanjutnya.



2. Untuk memenuhi kewajiban akademik serta untuk ngkepi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada lteak&yari’ah

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukhaik itu
hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak madan coraknya. Di
samping itu banyak pula sudut pandang serta met@oigy digunakan
masing-masing penulis, supaya tidak terjadi plagiasaka penulis
memaparkan penelitian yang memiliki kesamaan dergarelitian yang
akan penulis laksanakan.

Skripsi saudara Zaenal Mustafa (99363513) yangudeljDelik
Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkéatinya Janin
dimana rumusan masalah dari penelitian ini adaladaimana perspektif
hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentdelik penganiayaan
serta pembunuhan serta bagaimana ketentuan kesteen diukum tersebut
dalam menangani matinya janin yang ada dalam kajafunakibat
penganiayaan. Hasil dari penelitian ini adalah Balukum pidana Islam
sanksi hukuman yang dikenakan untuk tindak pengaaiadan pembunuhan
adalahqisas diyat, ta’zir sertakifarah. Sedangkan mengenai pembunuhan
janin dalam perut ibunya hukum pidana Islam merearinoya sebagai
sebuah pembunuhan yang bersanksigamrah yaitu semacam hukuman

diyat yang besarnya adalah lima ratus dirham yang dikayekepada si ibu



atau keluarga mereka. Sedang dalam hukum pidaritf pagkuman yang
berlaku untuk tindak penganiayaan adalah hukumanagpe Begitu pula
dalam pembunuhan, kecuali pada pembunuhan berengaita diancam
dengan hukuman mati.

Skripsi suadari Peni Safitri (02361490) yang barjusborsi Bagi lbu
yang Menderita HIV AIDS Menurut Hukum Islam Dan twkPositif,tujuan
dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendisg&iig@an pandangan hukum
Islam dan hukum positif dalam masalah aborsi dagipenderita HIV AIDS
serta menjelaskan metode hukum menurut hukum Id@amhukum positif.
Hasil dari penelitian ini bahwa aborsi yang dilaknloleh seorang ibu yang
menderita penyakit HIV AIDS diperbolehkan denganasah untuk
menyelamatkan nyawa ibu dan menghindari janin ldhiam keadaan cacat
serta penularan virus HIV AIDS.

Dalam skripsi yang penulis susun ini secara gamesab akan
memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Semaraly
787/Pid.B/2006/PN.Smg tentang Aborsi yang ditinjawi dua hal. Pertama,
mencoba mengetahui dasar pertimbangan majelis hakileam memutus
perkara tersebut. Kedua, mengkaji putusan terselemigan pandangan

hukum Islam.
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E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustakiargry research),
yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagaiber datanya.
Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan betsemdari data literer
atau  kepustakaan, vyakni berupa dokumen = Putusan No.
787/Pid.B/2006/PN.Smg. Oleh karena obyek penelif@nmerupakan
produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalanelitian ini
adalah pendekatan doktrinal. Maksud pendekatan ridakt adalah
penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang hteliihasilkan:!
Pendekatan doktrinal bisa disebut juga sebagail hasstrak yang

diperoleh dari proses induksi dari norma-norma yerdaku.*?

2. Sumber Data
a. Data primer merupakan bahan sumber hukum yang wdiebghan
utama dalam penelitian ini dan memiliki otoritaale® satu jenis bahan
primer dalam penelitian hukum dapat berupa procdang-undang
Bahan primer  dalam penelitian ini  adalah Putusan

No0.787/Pid.B/2006/PN.Smg.

1 Bambang Sunggondjetodologi Penelitian Hukumlakarta: Raja Grafindo Persada,
1998, h. 87.

12 1pid. h. 91

'3 Ibid. h. 141-146
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b. Data sekunder merupakan bahan yang dapat mendiaiva;n primer
dan diambil bukan dari bahan primef. Bahan sekunder dalam
penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yangumeber pada buku-
buku maupun hasil karya lain yang substansi balmgsaberhubungan
dengan aborsi.

3. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses peareldata secara
mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analigatddilakukan pada
saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengungaiammeskipun
pada umumnya dilakukan setelah data terkumpuGuna memperoleh
gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikam,ngenyimpulkan
data, maka dalam penelitian ini digunakan metodaliss deskriptif
kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yangmedksudkan untuk
mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bérdiéktual secara
sistematis dan akur&t.Teknik penalaran berfikir yang digunakan adalah
deduktif-induktif. Deduksi merupakan langkah analidari hal-hal yang
bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Bgkkn induksi yaitu
menganalisa data yang bersifat khusus kemudian neligksasikan
sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulag jelas. Dalam

penelitian ini, penulis mencoba mendiskripsikan upah Pengadilan

bid. h. 146-147

15 Lexy J. MoleongMetode Penelitian KualitatiBandung: Remaja Rosda Karya, 2002,
h.103

16 SudarwarDanim,Menjadi Peneliti Kualitatif Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, h. 41
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Negeri No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg tentang aborsi gydeemudian

dianalisis dengan teori-teori yang berhubungan @empytusan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

Bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, hadammota pembimbing,

halaman pengesahan, halaman motto, halaman pefsemidzalaman kata

pengantar, halaman daftar isi, dan halaman lampiran

Bagian isi yang terdiri dari lima bab yaitu :

BAB | PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan latgsa
tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, deeto
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il ABORSI (TINDAK PIDANA ATAS JANIN)
Berisi tentang pengertian aborsi, perspektif hukositif
dan Hukum Pidana Islam tentang aborsi serta sistem
pembuktian tindak pidana aborsi

BAB I PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 787/Pid.B/2006/PN-SMG
Berisi tentang putusan Pengadilan Negeri Semaramgo
787/Pid.B/2006/PN-Smg dan dasar pertimbangan hakim

dalam memutus perkara aborsi.



BAB IV

BAB V
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ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR 787/Pid.B/2006/PN-SMG

Berisi tentang analisis terhadap pertimbangan hakifam
memutus perkara Nomor 787/Pid.B/2006/PN-Smg, serta
analisis dari hukum Islam terhadap putusan Nomor
787/Pid.B/2006/PN-Smg

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan pgnutu



